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dan 

,, 
DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA 

Bl/PATI KEPULAVAN ARV, u . 
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan J.PJ!!ntif Pemungutan Pajak Daerah 

BUPATI KEPULAUAN ARU 
. PROVINSI MALUKU 

Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif 

P'emungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Kepulauan Aru dengan Peraturan Bupati. 

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan 
Aru di Propirisi Maluku ( Lembaran-lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 ). 

5. Undang-Unda,ng 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 
1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaiman telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun .2000 (Lembaran Negara 
tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
3987); 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 
'. NOMOR 8 TAHUN 'l,ollf 

TENT ANG 
;TA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
),K DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KA.BUPATEN KEPULAVAN ARV 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinatah Daerah 
(Lemabaran Negara Republik Indoseia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahanm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun. 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahuri 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234f; 

9 .. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

1 L Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian unrsan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provin si · dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain 

14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tetang 
Pembentukan Prosedur Hukum baerah 

' 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan 
Kabupaten Kepulauan Aru. 

16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang 
Evaluasi 10 (sepuluh) Nomor Register Peraturan D�er� 

Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retnbus1 
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 

17. Surat KepaJa Biro Hukum dan HAM Nomor 44/�0.HKM 8 
HAM/III/14 TanggaJ 25 Maret 2014 Perihal Pembenan Nomor 
Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru; 2 

,. .. 
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dari mulai 

KABUPATEN 

kegiatan 

DAE RAH 

TENTANG TATA CARA PEMBERlAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 

suatu rangkaian 

MEMUTUSKAN: 

adalah 

PERATURAN BUPATI 
:; 

DAN PEMANFAATAN 
DAERAH : DAN RETRIBUSI 
KEPULAUAN ARU. 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan 

penagihan pajak atau r�tdbusi kepada wajib pajak atau wajib 

retribusi seta pengawasan penyJtorannya. . 

Bupati, adalah Bupati 
Kepulaui 

Aru. 
Wakil Bupati adalah Wilii·B��Jti Kepulauan Aru. ,. 
Sekretaris Daerah, �dalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

' Kepulauan Aru. ; . . 
Dinas adalah Dinas P�ndapati Kabupaten Ke�ulauan A�. . 
Kepala SKPD adalah Kepala SKID pemungut pajak dan retribu si .. 

Pihak lain adalah pihak yang membantu SKPD pemungut pajak daerah 

dan/atau retribusi daerah. · 
\ 

! 

Pemurigutan 

BABI 

1;' ! f \ • . KETENTUAN UMUM 
l\?.t r Pasal 1 . 

, ;. :::'Pe:i:aturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
��\ ·:.-.; 
it:: .Insentif pemungu.tan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut 
t �i :�; ( 
i1i) Irisentif adalah tarnbahan penghasilan yang diberikan sebagai t· '.Penghargaan atas kinerja 'tertentu dalam melaksanakan pemungutan 

;,& · pajak dan retribusi i� •. Pajak Daerah yang selanju!nya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
:5 ,,kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
··/;.· ,I 

:i bersifat memaksa berdasafkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah 

.pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
< 

izin tertentu yang khusus disediakan · dan/atau diberikan oleh 

. Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

, t , {: "organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Aru 
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BAB II 
PEMBERIAN INSENTIF 

Pasal 2 
Atnaiam 

rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan 
';{f�tribusi Daerah diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan 

•;l;ii-: 
j�tribusi Daerah. 

�!!t�:· . . . . 
:;1;'J.-tIBen!if sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan 
� .•. i.�� . 

z:s.:trcti.erimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan 
'.; �··.::;. .. 

,/:' $.elalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 
( '-b�kenaan. . .... -- . . . . 

L iPernberian. dan pernbayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan 
r::J.'\etribusi Daerah dilaksa'.nakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, 
i: \!�:an· rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab SKPD. 
•.:-;ell . . 
'_d'lenerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui ·.·� . 

! :Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) tahun anggaran 
/'b'erkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
. ':: ' 

.. 
}N.SENTIF PEMUNGUTAN Pfl.JAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
PENERIMA INSENTIF 

.:·,� -� .• -�. ' ' C'k- ' 
· $.isentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah 
1';,c;,; 
.dan Retribusi Daerah. 
j'.:i: 

, Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
\p.roporsional kepada: 

dan/atau Wakil Bupati sebagai penanggung jawab 

· :· t pengelolaan keuangan Daerah; 
l\-1:i.1: 

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; 

Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan I-;;abupaten Kepulauan Aru 

selaku pelaksana pemungutan Pajak Daerah; 

Pejabatdan pegawai · · masing-masing satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) pelaksana pemungutan Retribusi Daerah; 

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat 

Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan 

lain dan Camat, dan tenaga, lainnya yang ditugaskan oleh instansi 

pelaksana pemungut Pajak Daerah; dan 

_Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak 

, . Daerah dan Retribusi Daerah . 
. , .•. t . • 
°i'1'>eroberian lnsentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan/ _ atau Sekretans 

,flpaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dan Huruf b 
,.,t\, 4 .. 

' . 
r-: .•. -- � . 

BAB III 

Pasal 3 
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Pasal 4 

UC!Ulll \..llUC:.l ic::.l.J.'\,,..u..n..cu1 .n.\...l.\....l.lLU.CU.l 

., ... -·- - . 

·�ing..:masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana 
;#nUngutan Pajak da� Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
; - l· . 

. · uf d adalah: 

:; Badan Pengelolaan Lingkungan Hid up; 
:ht}\ . ; . 

.;:�)i)las Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
'.�! . . 
.�was Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

:;:tk .: : - 
. /i'e!Wmas Pendapatan Daerah; 

:;_1};; ·)·,· ' - : 

�li\\:ftli±ias Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; 
··:,·.:,_ �-�...:!�. 

. 'Dinas Kelau tan dan Perikanan; 
'':}�::\ �·!:. 

,(,Pinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
/ .. ; ' . 

:�{Dirias Pertambangan dan Energi. 
•'I,· I� : 1</ ., 
/Diita.s Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

·�t! .i.t":. 
', IRurpah Sakit Um um Daerah (RSUD) 

._1'- ;,�;}ii' 

�#neningkatkan: 
p.-., i t�; Kinerja, instansi; 

1'.'.�· 
·� i' ,fat. Semangat kerja pejabat atau peg ai instansi; 

·�t�t t$i;, 
[c, Pendapatan daerah; <lap 
r .::- (d: Pelayanan masyarakat. 
1:1{ t;, �- . 
�:Be,fuberian insentif sebagaimana di aksud pada ayat (1) dibayarkan 1 

}�!tu) kali pada tahun anggaran berrutnya. 

1/ ·,. Bagian Ke�ua 
' · Pasal 6 
' SUMBER INS NTIF . , 

bersumber dari pendapatan Paiak Daerah dan . Retnbus1 Daerf 

"Ifi'.;�:;:,i · 
')l'Ji\f:, .: 
1 J{'.PD _,,pemungut Pajak' dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

'\i.t '(2), mengusulkan ' Bendaharl Penerima dan aparat penerima 

'. R�'.;busi serta besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing 
'. .,.piliak lain yang membantu bemungutan Pajak Daerah dan 
;\}\•... . . ' 

,.JJ,".laepih untuk ditetapkan dengan eputusan Bupati. it:t 'i ', ' 
��.. PualS 

·Jnstansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi 

;'.�;.�ah dapat diberi insentif apabila 
tencapai 

_kinerj� tertentu. 
�-:Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) d1maksudkan untuk 

··.':·',, ' 

/ 
' -�- 
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setiap bulannya dikelompokkan 
Pajak dan Retribusi Tahun 

Pasal 9 

Pasal 8 

-··----. --··---------·- -- --· - .. 

f ,·. 
�i;iJfi�a insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Huruf a, 
\;, .•. :\ \ 

• 
0'1fl'l:i, Huruf c dan Huruf d untuk 

�:- ,;_·,:·., ; . 
���arkan realisasi penerimaan 

gga;iian sebelumnya. 
tit:· \, .. 

:.:,e$atn:ya insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
" . i( ,: .. .: . . 

-�f :(2) Huruf e ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari 
�(':"·. . . . . . 

.Ji,(l'Sarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur • 1:Jr: · 1 
�am pasal 7 ayat (1). 
e.: 

Bagian Ketiga 
Pasal 7 

BESARAN INSENTIF 
insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana 

· aan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun anggaran 
� untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

akan pemungutannya. 
t 
· Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

:-" . 

}\pt;NGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
�: . 
v 

:' iabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan 
,,, - . . ,: 

'ihag:;l.imana dimaksud: pada ayat. (1) terdapat sisa lebih, harus 
.'J'?� - . 

i,�setorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. 
�;:·,, . 

:/'.Fenerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
·h:ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud 

I,' ' ' �·· -- •. ' . 

}/d,uam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. , .. 

. :•. Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
'�i,:mertyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan Pasal 7. 

f. Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
\sdimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung 

... yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja 

insentif pe�ungutan ,Pajak Daerah serta rincian obyek belanja Pajak 

Daerah; 
Penganggaran insentif :, pemungutan Retribusi Daerah sebagaim�a 

,. 
l' 
I 
ti 
) 

• > . ' 



Pasal 10 

7 

anggaran 
ketentuan 

BABY 
KETENTUAN PERALIHAN 

ah · memerintahkan pengundangan Peraturan orang menget umya, 
t dalam Berita Daerah Kabupaten dengan penempa annya 

.) target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 
·' 

I 
insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

• apabila me;menuhi rencana penerimaan sebagaimana 
dalam Pasal ·2 ayat (4) dan dibayarkan 1 (satu) kali pada 

ggaran berikutnya. 
arget kinerja penerimaan tidak tercapai, maka insentif tidak 

un anggarantelah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran 
·. 1;Jelum dapat dilakukan pada akhir Tahun anggaran 

•..•. pernberian \ insentif diberikan pada tahun 

yang · P.elaksanaannya sesuai dengan 
�g-undangan. · • 
-ff!-. ·,,. , " ;,· 

!'!f 
.: . :1;-1 ; 

I'.: ·�« .; . Pasal 11 
+iiµ;entif untuk Tahun anggaran 2014 dapat dibayarkan mulai 

'.iJati 2012 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

'Kepulauan Aru tahun anggaran 2014 dan dilakukan sesuai 
,.;; -. 
,:p-1�.raturan Bupati ini. 

;;�:ud pada ayat (1)' dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung 
,il'g�iuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja 

"(� pemungut�-- R�tribusi Daerah serta rincian obyek belanja 

Pasal 13 
{in Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
r-' . 

BABY! 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 '" .... : / .. yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati 1n1 sepanjang 

_· · teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan 
'iesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
:·· 

I'- 
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rus A. GAINAU GOD LIE 

Ditetapkan di Dobo 
pada tanggal / 2. crvr,rr; 'lo It,- 

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU 

-�· 
'ERAH . ··· t- -: · 
·ULAUANARU ·' 

KABUPATEN KEPULAUANARU TAHUN 2014 NOMOR .. 8 .... 

·.� i 
J)obo 
)� 'lo['i ' 

I 
' ·- 



10%: Bupati Kepulauan Aru 
9% Wakil Bupati Kepulauan Aru 

I 
\ 

'8% Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan A i 
\ ··- -- .. 
\ 

7% Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kep. Aru \ 
t 

5% Sekretaris Dinas Pendapatan Kab. Kep. Aru � 
1 

4,5% Kepala Bidang 
\ 2% Kepala Sub/ Seksi 

29,5% Staf Dinas \ 
1 
\ 
! 
' 

PEJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU 

\ 
' \ 

i 
i 

9 

KETERANGAN 

: PERATURAN BUPATI KEPULA1 
8 TAHUN 2014 

LAMPIRAN 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATllli PAJAK DAERAH DAN' RETRIB 
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

----···---·-··". -- ---------- 

'i NOMOR 
! 

. --- --- -·-. 

BESARAN 
5% target 

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
1;':f>AJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
l .. . 
>' KABUPATEN KEPULAUAN ARU . . 

---·--- 
----- 

. ' 


